BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

:a bahwa memenuhi pasal 6 pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017, Perlu ditetapkan Peraturan  Bupati  Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten
Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten
Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Y akohimo,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk
Wondama di Provins Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbagan Keuangan
Anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5678);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pgak daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang K edudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4116); sebagimana telah di ubah dengan Peratura
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan



10.

11.

12.

13.

14.

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengel olaan K euangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntans
Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomoe 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun
2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);



Menetapkan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dioubah bebeapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengel olaan K euangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.
796.560.133.479,00, bertambah sgumlah Rp. 15.816.346.803,00 sehingga menjadi Rp.
812.376.480.282,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
1) Semula Rp. 796.560.133.479,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.816.346.804,00
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan Rp. 812.376.346.803,00
2. Belanja
1) Semula Rp. 793.560.133.479,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 45.819.580.127,00
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan Rp. 839.379.713.606,00

3. Pembiayaan

Surplug/(defisit) setelah perubahan Rp. (27.003.233.324,00)



a. Penerimaan
1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 30.003.233.324,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.  30.003.233.324,00

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 3.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluran setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp  27.003.233.324,00
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan  Rp. 0,00
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran |l Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Teluk Wondama Tahun

Anggaran 2016, baik yang direncanakan tercantum dalam Lampiran |1 dan |11 Peraturan Bupati ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6
Pel aksanaan penjabaran APBD yang telah ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
padatanggal 27 Oktober 2016
BUPATI TELUK WONDAMA

BERNADUSA. IMBURI

Diundangkan di Rasiel
padatanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY



